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ABSTRAK 

 

Implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam manajemen 

pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo yang 

merupakan salah satu topi yang menarik dan relevan untuk diteliti karena 

menjadi indikator terpenting bagi masyarakat, nazhir atau pengurus dan calon 

wakif. Dengan menilai implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam 

pengelolaan harta benda wakaf di Wiayah Kecamatan Krembung dapat 

digunakan untuk memperbaiki implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir 

dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung 

Sidoarjo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tugas dan 

tanggung jawab nazhir dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah 

Kecamatan Krembung Sidoarjo serta untuk mengetahui pendukung dan 

penghambat tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di 

Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Karena sumber data yang di dapat dari hasil wawancara, 

dokumentasi, dan obserfasi. Dengan penelitian yang pada dasarnya 

menggunakan pendekatan deduktif-induktif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi tugas dan tanggung 

jawab nazhir dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan 

Krembung Sidoarjo yaitu ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai undang-

undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Karena Yang sesuai yaitu nazhir 

sudah melakukan pengdminitrasian harta benda wakaf, nazhir juga sudah 

melakukan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan 

peruntukannya, nazhir dan masyarakat juga melakuan pengawasan setiap hari. 

Yang belum sesuai yaitu nazhir belom melakukan pengelolaan harta benda 

wakaf lebih produktif atau mengadung nilai ekonomi, Kemenag atau BWI serta 

nazhir MWCNU belum melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta 

benda wakaf secara langsung,  dan adanya nazhir yang belum melakukan 

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kemenag atau BWI Karena dalam proses 

pendaftaran. Sedangkan untuk manajemen pengelolaan wakaf kurang maksimal 

karena nazhir hanya melakukan untuk tepat ibadah dan pendidikan saja serta 

kurangnya SDM dalam pengelolaan harta benda wakaf. pendukungnya yaitu 

Tersedianya pelayanan pengadminitarasian harta benda wakaf di KUA. 

Saran untuk nazhir harus mencari tau melewati media atau kepada KUA 

tentang implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir. Melakukan pengelolaan 

harta benda wakaf lebih produktif diperlukan kerja sama terhadap pihak terkait 

atau masyarakat.  

 

Kata Kunci : Implementasi, Tugas dan Tanggung Jawab Nazhir, Pengelolaan 

Harta Benda Wakaf  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sejak zaman Rasulullah SAW, orang telah wakaf tanah untuk 

masjid Quba, Abu Thalhah wakaf kebun Bairoha, Sayidina Umar wakaf 

kebun Khaibar, dan Sayidina Utsman wakaf sumur Raumah. Setelah 

Sayidina Umar bin Khaththab berwakaf di depan para sahabat, Jabir bin 

Abdillah mengatakan bahwa semua sahabat kemudian berwakaf, dan 

setiap sahabat yang memiliki kemampuan melakukannya (Baedawi et al., 

2003). 

Sejak zaman Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-

dinasti Islam sampai sekarang termasuk di Indonesia. Wakaf telah 

berkembang sepanjang sejarah dan akan terus berkembang seiring 

berjalannya waktu dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti wakaf 

tunai (Baedawi et al., 2003). 

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Indonesia 

memiliki tanah wakaf yang luas (Abbas, 2017).  

Setelah kemerdekaan, Indonesia terus mengalami perkembangan 

dan perbaikan dalam peraturan perwakafan. Peraturan undang-undang 

merupakan tongak yang diciptakan untuk menjaga keberhasilan Indonesia 

dalam pelaksanaan wakaf sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam mengelola wakaf yang dinamis (Bayinah et al., 2021). 
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Dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ini, 

perwakafan di Indonesia sudah sangat diperhatikan. Untuk mengelola 

harta wakaf, harus ada nazhir yang mampu melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 

2004, tanggung jawab nazhir meliputi pengadministrasian harta benda 

wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pengawasan 

dan perlindungan harta benda wakaf, dan laporan pelaksanaan tanggung 

jawab kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Bahwa nazhir harus terdaftar di kementrian yang menangani wakaf  

atau BWI baik  nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Oleh 

karena itu, yang bertanggung jawab dalam mengelola wakaf harus Warga 

Negara Indonesia  (WNI) baik nazhir perorangan, organisasi, atau badan 

hukum. Jika Warga Negara Asing   (WNA), organisasi asing, dan badan 

hukum asing tidak diperkenankan menjadi nazhir di Indonesia (BWI 

2019). Perwakafan nasional di Indonesia, BWI juga dibuntuk sebagai 

lembaga independen berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004. BWI harus profesional dalam melaksanakan tugasnya, dan 

pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan regulator 

dalam hal ini. Diharapkan pola organisasi dan kelembagaan badan wakaf 

dapat menangani masalah masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, 

dan kemiskinan. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Islam 

dan umumnya (Paputungan, 2015). 
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Dalam pengelolaan harta benda wakaf agar lebih optimal maka 

diperlukan adanya perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan.  Manajemen dalam perwakafan sangat diperlukan untuk 

mengatur atau mengontrol harta wakaf, dan untuk menjaga hubungan 

antara nazhir, wakif, serta masyarakat (Assegaf & Mursyid, 2019).  Maka 

dengan memegang peran nazhir merupakan sangat penting sebagai kunci 

keberhasilan terhadap keprofesionalan nazhir dalam pengembanagan harta 

benda wakaf. Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf 

untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang diinginkan wakif. Artinya, 

Bahwa kedudukan nazhir itu sangat penting karena nazhir telah dikasi 

amanah yang ditunjuk oleh wakif, nazhir harus amanah dalam mengelola 

dan mengembangkan harta wakaf agar harta benda wakaf tetap baik dan 

berkembang. Dengan cara seperti ini manfaat wakaf tidak hanya 

kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk 

pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2016).  

Dari data SIWAK Wilayah Kecamatan Krembung memiliki jumlah 

aset wakaf 293, yang sudah bersertifikat berjumlah  160 dan juga ada 

wakaf yang belum bersrtifikat dengan jumlah 133 (Kemenag, 2015). 

Wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung juga ada wakaf belum 

bersertifikat dan sudah bersertifikat. Wakaf belum bersertifikat  

dikarenakan sertifikat hilang. Dan juga adanya wakaf belum bersertifikat 

(Leter C) maka supaya tidak  terjadi sengketa tanah wakaf maka nazhir  
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perlu mendaftarkan tanah wakaf ke BPN agar mendapatkan  sartfikat tanah 

wakaf. 

 Menurut penelitian Muhammad Ridho menyatakan bahwa tanah 

belum bersertifikat karena tanah yang diwakafkan bergabung dengan 

sertifikat  induk, disebabkan hanya sebagaian tanah yang diwakafkan maka 

tanah wakaf dipecah terlebih dahulu dari sartifkat induk yang di mana 

mengakibatkan proses wakaf lama, kemudian nazhir juga kurang paham 

mengenai regulasi tentang wakaf (Ridho, 2021). 

Supaya proses sertifikasi atau harta benda yang diwakafkan tidak 

terkendalah maka diperlukan pelayanan pengadminitrasian harta benda 

wakaf yang opimal. Pelayanan pengadminitarasian harta benda wakaf 

terletak di KUA Kecamatan Krembung. Karena Kepala KUA Kecamatan 

Krembung telah ditujuk sebagai PPAIW (Penjabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf). Maka calon wakif atau nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung 

harus melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf dengan membawa 

dokumen-dokumen yang telah disyaratkan. tetapi KUA Kecamatan 

Krembung belum mengadakan sosialisasi tentang regulasi wakaf maka 

nazhir di Wilayah Kecamata Krembung kurang begitu paham mengenai 

regulasi wakaf. 

Wakaf yang berada di Wilayah Kecamatan Krembung merupakan 

wakaf tidak bergerak atau berkaitan dengan tanah. Seperti wakaf 

bangunan: masjid, musala, pesantren, TPQ, dan sekolah. Bahwa pada 
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tahun 2021-2022 wakaf yang berada di Wilayah Kecamatan Krembung 

merupakan wakaf tidak bergerak seperti musala, TPQ dan sekolah.  

Dalam pengelolaan harta benda wakaf berupa bangunan musala 

agar musala tetap berfungsi nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung 

melakukan kegiatan untuk tempat ibadah shalat, istighosa, banjarian, dan 

tahlilan. Sedangkan wakaf TPQ dan sekolah itu untuk anak-anak belajar 

pendidikan baik belajar pendidikan umum atau pendidikan agama. 

Sedangkan pengelolaan  harta benda wakaf bisa dikeloa lebih produktif 

atau wakaf yang mengadung nilai ekonomi. Bahwa nazhir di Wilayah 

Kecamatan Krembung belum merencanakan pengelolaan harta benda 

wakaf yang lebih produktif atau mengandung nilai ekonomi. Jadi harta 

benda wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung kebanyakan harta benda 

wakaf tempat ibadah, sekolah, TPQ dan pondok pesantren. Jadi nazhir di 

Wilayah Kecamatan Krembung hanya mengetahui bahwa wakaf identik 

tidak bergerak. 

Wakaf harus dikelola dan dirawat supaya menjadi bermanfaat bagi 

masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh nazhir. nazhir 

di Wilayah Kecamatan Krembung terdapat nazhir perorangan dan nazhir 

organisasi atau badan hukum. Untuk nazhir perorangan di Wilayah 

Kecamatan Krembung harus terdiri sekurang-kurangnya 3-5 orang 

sedangkan untuk nazhir organisai wakaf akan diurus atau dikelola oleh 

Lembaga MWCNU (Organisasi NU) Kecamatan Krembung. 
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Harta benda wakaf yang diamankan oleh wakif kepada Lembaga 

MWCNU di Kecamatan Krembung. Untuk pengelolaan yang dilakukan 

oleh Lembaga MWCNU menggunakan strategi pengelolaan yang 

dilakukan oleh takmir dan masyarakat sekitar dengan ketentuan dari 

anggota organisasi NU (Nahdatul Ulama) itu sendiri. 

Data penelitian ini diambil dari data hasil wawancara kepada 

nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung, berdasarkan dari data awal yang 

berhasil peneliti kumpulkan menunjukan bahwa ketidak pahaman nazhir di 

Wilayah Kecamatan Krembung menegenai pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab sebagai nazhir, karena nazhir hanya mengetahui bahwa 

tugas nazhir hanya menerima harta wakaf untuk dikelola saja serta nazhir 

hanya mengetahui bahwa wakaf identik tidak bergerak. Bahwa harta wakaf 

bisa lebih produktif pemanfaatannya. Dan kurangnya sosialisasi mengenai 

wakaf di KUA Wilayah Kecamatan Krembung jadi masyarakat kurang 

paham mengenai pendaftaran wakaf dan/atau pendaftaran nazhir maka 

terjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai 

nazhir. 

Bendasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis 

melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI TUGAS DAN 

TANGGUNG JAWAB NAZHIR DALAM MANAJEMEN 

PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN 

KREMBUNG SIDOARJO”. 
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1.2 Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

a. Ketidak pahaman nazhir mengenai pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab  sebagai nazhir.  

b. Nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung hanya mengetahui 

bahwa wakaf identik benda tidak bergerak. 

c. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada nazhir mengenai 

wakaf di KUA Kecamatan Krembung Sidoarjo. 

d. Masyarakat kurang paham mengenai pendaftaran wakaf dan/atau 

pendaftarn nazhir. 

e. Adanya wakaf belum bersertifikat. 

1.2.2 Batasan Masalah 

a. Faktor penghambat nazhir dalam pengelolan dalam harta wakaf di 

Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo. 

b. Implementasi nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Wilayah 

Kecamatan Krembung Sidoarjo. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah 

Kecamatan Krembung Sidoarjo? 

1.3.2 Bagaimana implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir di 

Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo? 
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1.3.3 Apa pendukung dan penghambat tugas dan tanggung jawab nazhir 

dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan 

Krembung Sidoarjo ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk mengetahui manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah 

Kecamatan Krembung Sidoarjo. 

1.4.2 Untuk mengetahui implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir di 

Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo. 

1.4.3 Untuk mengetahui pendukung dan penghambat tugas dan tanggung 

jawab nazhir dalam  manajemen  pengelolaan harta wakaf di 

Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo. 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian sebagai berikut : 

1.5.1 Aspek Teoritis 

Dengan penelitian ini untuk memberikan informasi atau pengetahuan 

yang bermanfaan mengenai wakaf bagi pembaca ataupun penulis.  

1.5.2 Aspek Praktis  

Dengan kegunaan penelitian ini untuk masyarakat yang di mana 

pentingnya nazhir sebagai tanggung jawab harta wakaf agar terjaga 

dan berfungsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Implementasi 

Menurut dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) istilah implementasi 

merupakan penerapan atau pelaksanaan. Dalam kebanyakan kasus, istilah 

"implementasi"  merupakan melaksankan kegiatan dengan mencapai 

tujuan yang tertentu.  

Menurut Kamus Webster, "mengimplementasikan" "menyediakan 

sarana untuk melaksanakan sesuatu" atau "menimbulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu". Dengan demikian, untuk mengimplementasikan 

sesuatu harus disertai dengan sarana yang mendukung yang akan memiliki 

efek praktis (Yuliah, 2020). Untuk mengimplementasi tugas dan tanggung 

jawab nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan 

Krembung Sidoarjo menggunakan alat ukur atau sarana yang mendukung 

ialah dengan secara hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, dan 

Peraturan Pemerinta Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tujuannya 

untuk memudahkan peneliti dalam menyusun suatu penelitian atau 

memberikan petujuk kepada penulis dalam menentukan rumusan masalah. 

2.2 Konsep Wakaf 

2.2.1 Pengertian Wakaf 

Wakaf merupakan sebagaian harta yang akan diwakafkan oleh 

wakif. wakaf bisa berpa wakaf bergerak dan tidak bergerak. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

 
 

10 
 

Dengan kata lain, wakaf mempertahankan asalnya dan mengalirkan 

hasilnya. Orang yang berwakaf berarti melepaskan kepemilikan suatu 

harta yang bermanfaat tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan 

kepada seseorang atau kelompok agar dapat digunakan untuk tujuan yang 

tidak melanggar syariat. 

Dengan demikian, harta benda wakaf dapat digunakan untuk 

menyelesaikan berbagai masalah sosial, bermanfaat bagi umat secara 

berkelanjutan tanpa menghilangkan harta aslinya: mulai dari pendidikan, 

kesehatan, ekonomi mikro, sarana transportasi, tempat ibadah. Dengan 

dikaruniai kekayaan yang bernilai abadi, manfaat dan amal kebaikan akan 

terus meningkat. 

2.2.2 Rukun Wakaf 

Syarat Syarat wakaf adalah persyaratan yang harus dipenuhi 

sebelum wakaf dapat diterima (Baedawi et al., 2003). Berikut merupakan 

syarat wakaf antara lain : 

a. Adanya wakif 

Menurut (Rosadi, 2019) seorang wakif berfungsi pemberi wakaf. 

Maka wakif harus punya harta, berakal sehat, tidak dibawah 

pengampuan hukum, serta merdeka. Pihak yang mewakafkan harta 

dapat berupa individu, badan hukum, atau organisasi (Rosadi, 2019). 

Jika individu itu bukan muslim, itu boleh karena syariat wakaf 

bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan orang non-

muslim tidak dilarang berbuat kebajikan (Rosadi, 2019).   
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b. Harta Mauquf  

Selanjutnya, harta mauquf adalah syarat wakaf jika aset yang 

diberikan sebagai wakaf harus bernilai, halal, nyata, dan sebelumnya 

dimiliki oleh wakif (sebelum dipindah tangankan). Menurut (Baedawi 

et al., 2003) Syarat harta yang akan diwakafkan sebagai berikut : 

1. wakafkan harus bernilai dan halal. 

2. Untuk menghindari konflik, harta yang akan diwakafkan harus 

diketahui dengan jelas ketika diwakafkan (A‟inun Ma‟lumun). 

3. Milik wakif, Harta yang diwakafkan adalah milik penuh wakif saat 

mewakafkannya. 

4. Terpisah, bukan milik bersama (musya‟). 

c. Mauquf „Alaih 

Mauquf „Alaih merupakan orang yang menerima wakaf baik 

perorangan atau organisasi.  

d. Shighat 

Persyaratan terakhir dalam wakaf adalah shighat, ialah melakukan 

perjanjian yang dilakukan secara terulis dan secara lisan oleh wakif 

pada saat itu juga, tanpa batas waktu, tanpa syarat yang tidak bathil, dan 

tidak dapat dibatalkan.  

2.2.3 Akta Ikrar Wakaf (AIW)  

Akta wakaf yang diikrarkan oleh wakif baik lisan maupun tulis 

kepada nazhir yang disaksikan 2 orang di hadapan PPAIW yang sebagai 

penjabat ketua KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama agar bisa 
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melaksanakan ikrar wakaf maka wakif harus menunjukan surat kuasa 

kepemilikan harta benda wakaf kepada PPAIW. Supaya tujuan dan 

fungsinya sesuai keperuntukannya maka wakif harus menyebutkan 

peruntukan harta wakaf  yang dimaksud. Jika  tidak maka nazhir akan 

menetapkan peruntukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf agar harta 

wakaf berkembang dan lebih baik yang di mana sudah dijelaskan 

diperaturan undang-undang tentang wakaf (Tarmizi, 2017). 

2.3 Konsep Nazhir 

2.3.1 Pengertian Nazhir  

Nadzir bermula dari istilah nadzara-yandzuru-nadzaran dalam 

bahasa Arab yang merujuk pada tindakan menjaga, merawat, mengurus, 

dan mengawasi. Nazhir atau nadzir wakaf, di sisi lain, adalah individu 

yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf yang telah ditunjuk 

oleh wakif (BWI 2019). Nazhir merupakan orang yang diberi amanat oleh 

wakif untuk bertanggung jawab agar hata benda tetap berfungsi dan 

dikelolah agar hasilnya untuk kepentingan umat atau untuk merawat harta 

wakaf tersebut. 

Bahwa kedudukan nazhir itu sangat penting karena nazhir telah 

dikasi amanah yang ditunjuk oleh wakif, nazhir harus amanah agar aset 

wakaf tetap baik dan berkembang. Para ulama sepakat bahwa nazhir harus 

ditunjuk oleh wakif meskipun para mujtahid tidak menjadikan nazhir 

sebagai rukun wakaf. Adanya nazhir supaya Aset wakaf terpelihara dan 

dikelola dengan baik untuk memastikan tidak ada pemborosan pada aset 
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wakaf, fungsi tidaknya harta wakaf bergantung kepada nazhir maka dari 

itu nazhir penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf 

(BWI 2019). 

2.3.2 Syarat-Syarat Nazhir  

Mengelola harta wakaf dengan profesional dan baik yang 

dilaksankan oleh nazhir maka harus memenuhi persyaratan nazhir yang 

telah ditentukan baik secara fikih dan undang-undang (Syafitri Istiqomah 

Sholihah Indah, 2021). Berikut syarat nazhir yaitu : 

1. Adil dan amanah merupakan menjalankan perintah agama dan 

menjauhi larangannya.  

2. Mempunyai keahlian, baligh atau berakal, yang di mana mampu 

memelihara dan mengelola harta wakaf, nazhir tidak disyaratkan 

laki-laki sebab Umar bin Khattab menunjuk kepada Hafsah untuk 

mengelola harta wakafnya  

3. Islam 

Bahwa nazhir harus beragama Islam yang telah dijelaskan di 

undang-undang dan harus sesuai syariat Islam agar pengelolaan harta 

wakaf terjaga dengan baik. Supaya harta wakaf bekembang secara 

baik maka dibentuknya suatu lembaga atau badan hukum untuk 

membina dan mengawasi nazhir yang disebut Menterian Agama dan 

BWI. 
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2.3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Nazhir  

Tugas nazhir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf pada pasal 11, nazhir mempunyai tugas : 

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

. Pengadminitrasian harta benda wakaf dijelaskan dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 pasal 18 

menyatakan bahwa perwakafan benda tidak bergerak dan benda 

bergerak selain uang, dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif 

yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk 

mewakafkan harta benda miliknya yang dituangkan dalam AIW.  

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 

2013 pada pasal 19 pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh wakif 

atau kuasannya kepada nazhir yang disaksikan oleh 2 orang saksi 

dihadapan PPAIW, pernyataan ikrar wakaf dapat dilakukan apabila 

memenuhi persyaratan adminitrasian paling sedikit meliputi :  

a. Nama dan identitas wakif;  

b. Nama dan identitas nazhir 

c. Nama dan identitas petugas pelaksana nazhir, khusus bagi nazhir 

organisasi/badan hukum ; 

d. Data serta keterangan harta benda wakaf. 

Jika dalam harta benda wakaf berasal harta bersama maka 

wakif harus memperoleh izin/persetujuan dari suami/istri.  
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b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 

Untuk mecapai tujan wakaf seperti yang dikehendaki wakif maka 

nazhir yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta 

wakaf yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf. 

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf dalam pasal (42) bahwa nazhir wajib mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, 

dan peruntukannya. Dalam pasal (4) wakaf bertujuan memanfaatkan 

harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dalam pasal (5) wakaf 

berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda 

wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, sedangkan dalam pasal (22) peruntukan harta 

benda wakaf yaitu : 

1) Sarana dan kegiatan ibadah; 

2) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; 

3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, 

beasiswa; 

4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 

5) Kemajuan kesejahteraan umum lainya yang tidak bertentangan 

dengan syariah perundang-undang. 
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Menurut pasal 43 ayat 2 dalam undang-undang, pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif. 

Hal ini mencakup pembangunan gedung-gedung untuk sarana 

pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan perindustrian. Namun, 

kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Lembaga 

penjamin syariah merujuk pada badan hukum yang menyediakan 

jaminan untuk kegiatan usaha. Jaminan ini dapat diberikan melalui 

skim asuransi syariah maupun skim lainnya, sejalan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Erifanti, 2019).  

c) Mengawasi dan melindungi harta benda  wakaf. 

Pemantauan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan 

masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Pemantauan aktif 

dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap nazhir terkait 

pengelolaan wakaf minimal satu kali dalam setahun. Pemantauan 

pasif dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang 

disampaikan oleh nazhir terkait pengelolaan wakaf. Agar dapat 

melakukan pemantauan, masyarakat dan pemerintah dapat 

memperoleh bantuan dari jasa independen (Tarmizi, 2017). 

a. Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 

Tahun, 2006) tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 pada pasal 56 tentang pengawasan yaitu : 

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan pemerintah dan 

masyarakat, baik aktif maupun pasif. 
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2. Cara pengawasan yang tertuang pada peraturan pengawasan 

aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung 

terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya 

sekali dalam setahun. 

3. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan 

atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan 

dengan pengelolaan wakaf. 

4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta 

bantuan jasa akutan publik independen. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan 

terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur 

Peraturan Menteri. 

b. Dalam  Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013tentang  

tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak 

selain uang  pada pasal 31 menjelaskan tata cara pengawasan : 

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh : 

a. Kementerian Agama; dan  

b. Masyarakat.  

2. Pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan langsumg 

terhadap nazhir atas pengelolaan harta benda wakaf. 
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3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dikoordinasikan oleh Menteri Agama dalam hal ini Direktur 

Jenderal.  

c. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang  

tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak 

selain uang  pada pasal 35 menjelaskan tata cara pengawasan : 

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan 

Masyarakat sebagaiaman dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), 

dilaporkan kepada Menteri Dan Ketua BWI Pusat. 

d) Melaporkan pelaksanaam tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 

2013 bahwa terhadap penjelasan teknis perihal tata cara pelaporan 

pasal 28 yang berbunyi : 

1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda 

wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain 

uang kepada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi dan 

BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. 

2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan 

dan penggunaan hasil pengelolaan. 

Menurut (Rozalinda, 2016) dalam buku fikih nazhir wakaf sebagai 

orang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf. Nazhir 

mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal sebagai berikut :  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

 
 

19 
 

a. Mengelola  dan memelihara wakaf 

Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan 

pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta 

wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. 

Karena itu, para fukaha sepakat, bahwa tugas pertama nazhir wakaf 

adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta 

wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada 

mustahik. 

b. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan 

keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat 

digunakan untuk untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan 

pemeliharan harta wakaf dan disalurkan kepada mustahik. 

c. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik 

dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi 

hasil, atau muzara‟ah dan musaqah, maka nazhir yang mengelola 

harta wakaf itu sendiri. Dalam kegiatan memberi dampak positif 

dengan jelas bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

d. Bangunan yang dibangun di atas tanah wakaf 

Nahzir dapat membangun di atas tanah wakaf bisa berupa 

pertokohan atau perumahan dalam pengembangan harta wakaf untuk 

disewahkan, walaupun nazhir tidak diberi syarat oleh wakif apa pun.  

Sebab ini dilakukan untuk keselamatan yang lebih utama dan 

manfaat  lebih besar yang akan dirasaka oleh mustahik. 
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e. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf 

Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan 

kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para 

fakir miskin dan mustahik, misalnya jika harta wakaf itu berupah 

rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, ataupun 

pertokohan, ataupun bentuk lain yang dikehendaki selama hal itu 

tetap sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf. 

f. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syarat. 

Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikut syarat-syarat dari 

wakif yang sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak 

diperkenankan melanggar kecuali ada faktor lain yang 

membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong 

nazhir untuk melanggar syarat tersebut. Hal itu diajukan dan 

disetujui pengadilan. Para fukaha menetapkan syarat yang dibuat 

oleh wakif ini sama dengan ketentuan yang ditetapkan syari‟. 

g. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf  

Untuk mempertahankan harta wakah dari sengketa maka nazhir 

wajib dengan sekuat tenaganya dalam mempertahankan harta wakaf 

tersebut. Nazhir bisa melakukan dengan sendiri atau bisa dengan 

bantuan dengan orang lain dan bisa juga dengan wakilnya bisa juga 

dengan pengacara. 

h. Membayar atas kewajiban yang tibul dari hasil pengelolaan wakaf 

itu sendiri. Agar harta wakaf berjalan dengan baik dan tetap 
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terpelihara, nazhir harus melunasi kewajiban yang berkaitan dengan 

harta wakaf, misalnya gaji para pengelola dan pengacara, pajak, 

utang dikarenakan biaya perawatan, biaya persidangan dan lain 

sebagainya, yang diambil dari hasil produ ksi dari hasil pendapatan 

harta wakaf. melunasi itu lebih penting dari pada membagi hasil 

kepasa para mustahik. 

i. Mendistribusikan hasil atau orang yang berhak menerima manfaat. 

Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada mustahik. Nazhir 

wakaf harus membagi hasil wakaf secepat  mungkin, kecuali ada 

keperluan yang mendesak seperti perawatan harta wakaf yang 

terpaksa hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut. Atau 

untuk biaya pelunasan yang berkaitan hart a wakaf. sebab ini harus 

dilakukan daripada diserahkan untuk mustahik. Jadi ketentuan 

mendistribusikan harta wakaf yang disyaratk an oleh wakif. 

j. Memperbaiki aset wakaf yang telah rusak se hingga bisa bermanfaat 

lagi. Akibat kelalaiannya yang bertanggung  jawab atas rusaknya 

harta wakaf ialah nazhir. Nazhir diberhentika n dari jabatannya atas 

berdasarkan kelalaian nazhir. Jika nazhir tidak  patut atau melakukan 

penghianatan atas pengelolaan harta wakaf yang mengakibatkan 

harta wakaf rusak, maka tugas nazhir dicabut oleh hakim atau 

pemerintah dan akan menyerahkan kepada orang lain (Rozalinda, 

2016).  
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Para ulama juga bersepakat bahwa tugas nazhir, di samping hal-hal 

di atas, juga bertugas mengawasi, memperbaiki (jika rusak), memahami 

dan mempertahankan harta wakaf. Meskipun nazhir mempunyai tugas 

yang cukup berat, namun nazhir mempunyi hak-hak yang harus 

diterima sebagai imbalan atas kewajiban-kewajiban itu. Adanya upah 

bagi nazhir ini telah diperkaitkan oleh Umar Ibn Khattab, Ali Ibn Abi 

Thalib dan sahabat-sahabat lainnya (Sari, 2019).   

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 12 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 

nazhir memperoleh imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% 

(sepuluh persen). Dan nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan 

Badan Wakaf Indonesia, dalam rangka pembinaan sebagaimana 

dimaksud nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf 

Indonesia. 

2.3.4 Nazhir Wakaf Profesional  

Seorang nazhir harus profesional dalam mengikuti standar 

kontemporer. Profesional yang berarti melakukan pekerjaan yang dengan 

adil, mempunyai keterampilan yang baik, dan komitmen yang 

kuat.(Rozalinda, 2016). Menurut (Rozalinda, 2016) Ada beberapa ciri atau 

kharaktristik perefesional : 

a) Mempunyai keahlian dan keterampilan merupakan menjalankan 

pekerjaan dengan baik. Bahwa keahlian dan keterampilan diperoleh 
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dari pendidikan, atau pelatihan dari pengelaman yang telah dimiliki 

dalam jangka tertentu. Seorang profesional melakukan kegiatannya 

dengan baik dan berkualitas atas pengetahuan, keahlian dan 

keterampilannya. 

b) Mempunyai kotmitmen moral yang tinggi,  

Untuk profesi pelayanan sosial, kode etik profesi dituangkan dalam 

komitmen moral, harus melaksanakan peraturan etik  dalam pekerjaan. 

Adanya kode etik ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan 

kelalaian, baik disengaja dan mapun tidak disengaja, dan untuk 

melindungi profesi dari perilaku yang tidak baik. 

c) Seorang profesional itu biasanya dari menjalankan dari profesi yang 

pernah dijalankanya, maka ia telah digaji dengan layak dalam 

konsekuensinya dari pengetahuan, keterampilan dan pengarahan yang 

telah dimiliki. 

d) Pengabdian kepada masyarakat, Ketika orang mengembangkan suatu 

profesi berdasarkan komitmen moral yang diatur dalam kode etik 

profesi, manfaat masyarakat lebih penting daripada manfaat pripadi. 

e) Legalisasi keizinan. Profesi harus memiliki pekerjaan yang sah dan 

diizinkan yang menghubungkan nilai kemanusiaan dengan 

kepentingan umum. 

Melakukan pekerjaan jika ahli di bidang itu dianggap seorang nazhir 

wakaf profesional dalam mengarahkan waktu, pikiran, dan kekuatan 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mempunyai 
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kotmitmen yang tinggi, keterampilan yang tinggi, dan melakukan 

pekerjaan dengan keadilan atas pekerjaannya maka disebut seorang 

profesional (Rozalinda, 2016). 

Untuk meningkatkan kemampuan nazhir, sistem manajemen SDM 

yang efektif diperlukan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan keahlian nazhir agar membangun kempuan manejerial 

yang tangguh serta bertanggung jawab dalam tugas sebagai nazhir, 

membuat pola pikir yang kreatif serta memahami dan melakukan 

penerapan pengelolaan wakaf secara undang-undang dan manajemen 

untuk memudahkan melakukan pengontrolan dalam pusat maupun di 

daerah, dan membentuk prilaku dengan baik sesuai akidah al-karimah 

serta mengajarkan para nazhir untuk memahami metode pengelolaan 

agar lebih sesuai dengan syariat Islam, sehingga mereka dapat 

memainkan peran penting dalam mendukung penerapan sistem 

ekonomi yang terpadu (Rozalinda, 2016). 

2.3.5 Masa Bakti dan Pemberhentian Nazhir  

Aturan tentang masa bakti nazhir wakaf tidak ditemukan dalam 

kitab-kitab fikih dan begitu juga sebelum adanya Peraturan Perwakafan. di 

mana persepsi tentang jabatan nazhir telah ada sejak awal menjelaskan 

bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 

kembali. BWI sebagai wewenang pengangkatan kembali nazhir, jika 

nazhir telah menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab dan 
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menjalankan dengan baik dari periode sebelumya yang sesuai prinsip 

syariat dan sesuai dalam peraturan undang-undang (Rozalinda, 2016). 

2.4 Manajemen Wakaf 

2.4.1 Pengertian Manajemen  

Manajemen merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mendapatkan partisipasi dari orang lain dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Kegiatan manajerial dilakukan oleh para manajer untuk 

memotivasi tenaga kerja dan memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga 

tujuan organisasi yang telah disepakati dapat tercapai (Wijaya & Rifa‟i, 

2016). 

Dalam pandangan yang lebih menyeluruh, Manajemen merupakan 

sebuah metode pengelolaan dan optimalisasi sumber daya yang ada pada 

suatu organisasi melalui kolaborasi antar anggota untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien (Wijaya & Rifa‟i, 2016). 

2.4.2 Fungsi-Fungsi Manajemen 

Ada beberapa fungsi manajemen agar pengelolaan harta benda 

wakaf dapat lebih optimal harus dilakukan dengan perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan 

pengawasan (controlling).   

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan program 

untuk mencapai kinerja yang baik pada masa yang mendatang. Dengan 

kata lain proses perencanaan merupakan langka awal kegiatan 
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manajemen dalam setiap organisasi akan tetapi Untuk menentukan 

rencana yang tepat sesuai kebutuhan organisasi, dibutuhkan data dan 

informasi yang memadai serta analisis yang akurat (Wijaya & Rifa‟i, 

2016). Perencanaan pada dasarnya memiliki beberapa tahap yaitu :   

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 

2) Menyusun strategi  untuk mencapai tujuan. 

3) Serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan atau mengembangkan 

rencana. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan berkerja sama secara efektif dengan 

pembagian tugas yang akan dikerjakan guna untuk mencapai tujuan 

bersama (Wijaya & Rifa‟i, 2016). Pengorganisasian mencakup :  

1) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan 

pengelompokan tersebut. 

2) Meningkatkan peran wakaf yang mencakup dimensi keagamaan, 

peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran agama, peningkatan 

ekonomi untuk orang-orang yang kurang mampu, dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. 

3) Menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. 

c. Penggerakan (actuating) 

Penggerakan yaitu suatu proses yang mengusahakan agar semua 

anggota kelompok mau bekerja sama secara ikhlas untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan (Siregar, 2021).  
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kegiatan yang bisa dilakukan untuk fungsi actuating yaitu dengan 

memberikan bimbingan atau pengarahan dan pemberian motivasi agar 

dalam pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan (Siregar, 

2021). 

d. Pengawasan (controlling) 

Pengawasan merupakan proses observasi atau pemantauan terhadap 

implementasi kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Monitoring yang dilakukan dalam fungsi 

manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk mencegah 

penyimpangan-penyimpangan dalam pendekatan rasional terhadap 

input (jumlah dan kualitas bahan, uang, staf, peralatan, fasilitas, dan 

informasi), serta monitoring terhadap aktivitas (penjadwalan dan 

ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi) dan output (standar produk 

yang diinginkan) (Wijaya & Rifa‟i, 2016). 

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh nazhir yaitu : 

1. Memantau proses berjalannya suatu kegiatan.  

2. Evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Kajian pusta ini suatu bahan acuan buat penelitian sebagai dasar kerangka 

teori yang di mana digunakan sebagai menganalisis objek penelitian. Dalam 

penelitian ini menggunakan bahan acuan 5 skripsi. Berikut refrensi yang 

digunakan objek penelitian yang di antara nya sebagai berikut  : 
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Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu 

No  Nama dan Judul Hasil Penelitian Perbendaan dan 

Persamaan 

1 Anita Sari, skripsi 

2019 

Judul : Studi 

Analisi Tentang 

Peran Nazhir 

Dalam 

Pengelolaan 

Tanah Wakaf 

Perspektif UU 

Nomer 41 Tahun 

2004 

penelitian ini 

mengunakan metode 

pendekatan kualitatif.  

Berdasarkan 

penelitian yang telah 

dilakukan melalui 

pembahasan dan 

analisis, terungkap 

bahwa peran yang 

dijalankan oleh nazhir 

dalam 

mengembangkan 

tanah wakaf terdapat 

yang sesuai dengan 

tujuan awal wakaf, 

namun masih terdapat 

yang belum 

dimanfaatkan secara 

optimal sesuai dengan 

ketentuan yang diatur 

dalam UU wakaf 

sebelum adanya UU 

No.41 tahun 2004 

mengenai wakaf (Sari, 

2019). 

Persamaan : nazhir dalam 

pengelolaan wakaf. 

Perbendaan : penelitian 

terdahulu membahas 

peran nazhir, sedangkan 

penelitian saat ini 

mengenai tugas dan 

tanggng jawab nazhir. 

2 Anohib, skripsi  Penelitian ini 

menggunakan metode 

Persamaan : tugas nazhir 

dalam pengelolaan 
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2017 

Judul : Efektivita 

Tugas Nazhir 

Dalam 

Pengelolaan 

Tanah Wakaf Di 

Kota Bengkulu 

pendekatan kualitatif.  

Dari hasil riset, 

terungkap bahwa 

pengurusan tanah 

wakaf oleh nazhir 

belum optimal, sebab 

jumlahnya masih 

terbatas, padahal 

potensinya begitu 

besar untuk 

dimanfaatkan.  

wakaf. 

Perbendaan : penelitian 

terdahulu mengenai 

efektifitas tugas nazhir, 

sedangkan penelitian 

sekarang mengenai 

implementasi tugas dan 

tanggung jawab nazhir. 

3 Mukhtarul 

Ichwan, Skripsi 

2022 

Judul : 

Manajemen 

Wakaf Produktif 

MWCNU 

Balerejo Madiun 

Dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Masyarakat  

Penelitian 

menggunkan metode 

Kualitatif. 

Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

langkah-langkah yang 

harus diambil adalah 

menyusun rencana 

tujuan wakaf 

produktif, membentuk 

tim manajemen wakaf 

produktif, memastikan 

tersedianya fasilitas 

yang memadai, 

melakukan 

pengawasan dan 

evaluasi yang baik. 

Selain itu, 

Persamaan : Manajemen 

Wakaf 

Perbendaan : peneliti 

terdahulu membahas 

mengenai manajemen 

wakaf produktif 

MWCNU dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat, sedangkan 

penelitian sekarang 

mengenai implementasi 

tugas dan tanggung 

jawab nazhir menurut 

fungsi manajemen wakaf 
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memberikan bantuan 

kepada anak yatim 

dan orang yang 

membutuhkan serta 

memberikan 

kesempatan bagi 

usaha makanan atau 

produk lokal untuk 

dipasarkan di 

Nusantara Mart. 

4 Fisca Ariyanti 

skripsi 2018 

Judul : Penerapan 

Asas 

Pertanggungjawa

ban Wakaf 

Terhadap 

Tindakan Nazhir 

Dalam 

Menentukan 

Lembaga 

Pengelolaan 

Wakaf Yang 

Tidak Sesuai 

Dengan 

Keinginan Wakif 

(Studi Kasus 

Sengketa Tanah 

Wakaf di Nitikan, 

Umbulharjo, 

Metode penelitian ini 

pendekatan hukum 

positif.  

Temuan studi ini 

mengindikasikan 

bahwa keputusan 

nazhir yang tidak 

selaras dengan 

kehendak wakif dalam 

menetapkan badan 

pengelola wakaf 

bukanlah suatu 

penyelewengan 

wewenang karena 

nazhir mempunyai 

alasan spesifik dalam 

mengambil keputusan 

tersebut (Ariyanti, 

2018). 

Persamaan : nazhir, 

pengelolaan wakaf 

Perbedaan: Penelitian 

sebelumnya 

membicarakan tentang 

pelaksanaan prinsip 

akuntabilitas wakaf 

terhadap tindakan 

pengurus dalam 

menentukan badan 

pengelola wakaf yang 

tidak sesuai dengan 

keinginan pemberi 

wakaf, sedangkan 

penelitian saat ini 

berkaitan dengan 

penerapan tugas dan 

tanggung jawab pengurus 

dalam pengelolaan 
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Yogyakarta) wakaf. 

5 Wahap Fathoni, 

skripsi 2018 

Judul : Analisi  

Pelaksanaan Hak 

Dan Kewajiban 

Nazhir Wakaf 

Masjid Al Islah 

Desa Gandrirojo 

Kec Sedan Kab 

Kembang 

(Tinjauan 

Undang-Undang 

No. 41 Tahun 

2004 Tentang 

Wakaf) 

Metode penelitian ini 

kualitatif. 

Dari hasil riset, 

disimpulkan bahwa 

tindakan pelaksanaan 

hak dan tanggung 

jawab nazhir terhadap 

aset wakaf Masjid Al 

Islah masih belum 

sesuai dengan hukum 

wakaf yang berlaku di 

Indonesia. Hal ini 

disebabkan oleh 

kurangnya 

pemahaman nazhir 

terhadap hak dan 

kewajiban yang 

melekat pada 

posisinya. Oleh karena 

itu, beberapa tugas 

yang semestinya 

dilaksanakan oleh 

nazhir tidak dapat 

diwujudkan (Fathoni, 

2018).  

Persamaan : pelaksanaan 

nazhir 

Perbendaan  : penelitian 

terdahlu membahas 

pelaksanaan hak dan 

kewajiban nazhir wakaf 

masjid Al Islah, 

sedangkan penelitian 

sekarang mengenai 

implementasi tugas dan 

tanggung jawab nazhir di 

Wilayah Kecamatan 

Krembung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan Krembung 

Kabupaten Sidoarjo. 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Jeneis penelitian ini mengunakan metode kualitatif deskriptif. 

Karena sumber data yang di dapat dari hasil wawancara, dokumentasi, dan 

obserfasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pada dasarnya 

menggunakan metode deduktif-induktif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, fakta, atau 

kejadian secara teratur dan tepat, mengenai karakteristik wilayah tertentu 

(Hardani, 2020). 

3.1.3 Data Penelitian 

a. Data Primer  

Data primer dari penelitian ini data yang langsung dari hasil  

informasi atau wawancara, observasi, dokumentasi. Data di dapatkan 

dari hasil wawancara kepada masyarakat yaitu sebagai nazhir di 

Wilayah Kecamatan Krembung dan pegawai staf KUA Kecamatan 

Krembung Sidoarjo. 
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b. Data Sekunder 

Data sukunder dari penelitian ini data yang diambil dari penelitian 

terdahulu, buku, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah, dan internet yang di 

mana berkaitan dengan judul. 

3.1.4 Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data penelitiaan ini diambil dari hasil lapangan yang di mana 

data diperoleh langsung dari wawancara para narasumber, narasumber 

antara lain nazhir, pegawai staf Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Krembung Sidoarjo. Karena dianggap tau mengenai objek penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi berupa foto 

dari kegiatan wawancara yang telah dilakuan di lapangan.  

3.1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengambilan informasi merujuk pada prosedur yang dipakai 

oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

(termasuk partisipan atau sampel penelitian). Metode pengambilan 

informasi ini akan membentuk dasar dari penyusunan instrumen penelitian 

(Kawasati, 2012). Adapun pengumpulan data penelitian sebagai berikut : 

a. Observasi  

Yang dilakukan penelitian mengenai obsevasi yaitu dengan obsevasi 

langsung, yang di mana penelitian mengamati objek penelitian secara 

langsung dan lokasi penelitian. Karena agar penelitian mengetahui 
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kondisi objek penelitian yang terjadi secara langsung dan 

menyimpulkam dari penelitian tersebut. 

b. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan penelitian ialah secara terstruktur dan 

terperinci, yang di mana penelitian dengan proses tanya jawab kepada 

nazhir yang berlangsung secara lisan dan pendoman wawancara berupa 

daftar pertanyaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab 

kepada salah satu nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Wilayah 

Kecamatan Krembung Sidoarjo dan pegawai staf KUA Kecamatan 

Krembung. Alasan wawancara salah satu nazhir di Wilayah Kecamatan 

Krembung dan pegawai staf KUA Kecamatan Krembug sudah cukup 

mewakili informasi yang di dapat, sebab jawaban dari setiap 

narasumber tidak jauh berbendah. Berikut di bawah ini data wawancara 

yang dilakukan penelitian : 

Tabel 3. 1: Data Informan 

Nama  
Keterangan  

Ika  
Staf pegawai KUA Kec. Krembung (staf 

pengelolaan data) 

Alasan tidak kepada kepala KUA karena kepala 

KUA Menyerahkan kepada ibu Ika. 

Yantoh  
Ketua MWCNU  

Alasannya karena bapak Ilyas alam kemudian di 

lanjutkan kepada bapak Wahyu, karena bapak 
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wahyu belum begitu faham mengenai kelanjutan 

harta benda wakaf TPQ Riyadlul Jannah dan 

Musala Al-Karramah atau belum begitu faham 

tentang regulasi wakaf. Jadi bapak Yanto yang 

bersedia mewakili dalam data informan. 

Syafi‟ih  
Pengurus Musala Al-Karromah 

Nisa  
Pengurus TPQ Riyadlul Jannah 

Sutaji  
Wakif sekaligus nazhir Musala Al-Ittihad 

Bashori 
Nazhir Musala Al-Thalib 

 

c. Dokumentasi   

Dokumentasi yang diambil dari penelitian, yaitu dari hasil 

wawancara dari pengumpulan data berupa catatan-catatan tertulis dari 

hasil dialog dan foto. 

3.1.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisi berdasarkan  

data yang diperoleh, selanjutnya dikembangan menjadi hipotesi (Hardani, 

2020). Maka penelitian menggunakan analisis kualitatif diskriptif. 

a. Reduksi data  

Proses pemilihan, pengambilan, pengabstrakan, dan transformasi 

data yang muncul-muncul dari catatan lapangan dikenal sebagai reduksi 

data (Hardani, 2020). Maka penelitian akan memilah atau merangkum 
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bagian yang penting dan mengumpulkan data supaya memudahkan 

penelitian untuk mencari. 

b. Penyajian data 

Data dapat disajikan dalam bentuk bagan, urai, atau hubungan antara 

katagori. Ini juga dapat menyederhanakan informasi yang kompleks ke 

dalam satuan yang mudah dipahami dan konfigurasi atau pilihan yang 

mudah dipahami (Hardani, 2020). Dalam penelitian ini menjadikan 

informasi dalam uraian singkat. 

c. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan mungkin dapat menjawab pertanyaan awal, namun 

demikian, bisa jadi tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa 

masalah dan pertanyaan dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Jika kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal didukung oleh bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi 

kredibel (Hardani, 2020). Maka penelitian menarik kesimpulan yang 

mengenai implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam 

pengelolaan harta wakaf. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS  DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambara Umum  

4.1.1 Kecamatan Krembung 

Wilayah Krembung merupakan sebuah kecamatan yang berada di 

wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Krembung berbatasan dengan 

Kabupaten Mojokerto di sebelah barat dan selatan, serta Kecamatan 

Tulangan dan Prambon di sebelah utara. Di sisi timur, kecamatan ini 

berbatasan dengan Kecamatan Porong (Tioceccar, 2015). 

Kecamatan Krembung memiliki jumlah kelurahan/desa 19 : Bolong 

Garut, Cangkring, Gading, Jenggot, Kandangan, Kedungrawan, 

Kedungsumur, Keper Kret, Krembung, Lemujut, Mojorunut, Ploso, 

Rejeni, Tambakrejo, Tanjekwagir, Wangkal, Waung, Monomelati . 

4.1.2 Data Kependudukan  

Kecamatan : Krembung 

Kabupaten : Sidoarjo  

Profinsi : Jawa Timur 

Jumlah Desa : 19 

Jumlah kk : 22.844 

Luas wilayah : 29,58(km2) 

Kepadatan penduduk ; 2.260 
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Tabel 4. 1: Data Penduduk Kecamatan Krembung 

Jumlah Penduduk Jenis Kelamin Laki-

laki 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

66.858 33.382 33.476 

 Sumber : Https://Gis.Dukcapil.Kemendagri.Go.Id/Peta/ 

4.1.3 Penganut Agama Dan Budaya   

Merupakan suatu anutan yang mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya. Yang di mana agama yang di akui di Indonesia ada 6 agama. 

Beragam agama yang telah dianut dalam keyakinan masing-masing 

individu, adanya beragam agama manusia saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain.  

Tabel 4. 2: Penganut Agama Kecamatan Krembung 

  

  

Kecamatan 

Krembung 

Islma  66.277 

Kristen  449 

Katholik 73 

Hindu  46 

Budha  7 

Koghucu  0 

Kepercayan Tuhan 

YME  

6 

 Sumber : Https://Gis.Dukcapil.Kemendagri.Go.Id/Peta/ 
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4.1.4 KUA Kecamatan Krembung Sidoarjo  

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari 

instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, 

khususnya dalam bidang urusan agama. KUA merupakan sarana bagi umat 

Islam dalam mengurus urusan keagamaan dilingkup Kecamatan. 

Kantor KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Provinsi 

Jawa Timur. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Krembung adalah 

melaksanakan pencatatan nika, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf, dan 

ibadah sosial lainnya. Dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan 

Krembung Sidoarjo adalah merupakan KUA yang terletak di Wilayah 

perbatasan kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Mojokerto Kantor KUA 

Kecamatan Krembung terletak di Jl. Raya No. 29, Pakem, Rejeni, Kec. 

Krembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61275. 

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah 

sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. 

2. Menyelenggarakan surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan rumah 

tangga KUA. 

3. Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, 

pangan halal, kemitraan, hisab ru‟yat, zakat, wakaf, ibadah haji, dan 

kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 

Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan 
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haji dan umroh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

4. Mengatur pola kerja para pengkulu yang beradah dilingkungan wilayah 

kerjanya. 

Sedangkan program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Krembung adalah sebagai berikut : 

a) Pembinaan  

1. Pembinaan staf 

2. Pembinaan penghulu 

3. Pembinaan pengamalan agama 

4. Pembinaan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian dan 

Perkawinan) 

b) Pelayanan  

1. Pendaftaran nikah dan rujuk 

2. Melayani pranikah atau pelaksanaan bimbingan  

3. Rapak (pemeriksaan nikah) 

4. Rekap cerai rujuk 

5. Pelayanan rekomendasi nikah 

6. Legalisir 

7. Duplikat 

8. Membuat surat keterangan belum nikah 

9. Membuat surat keterangan riwayat nika 
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10. Pelayanan pendirian masjid dan musala (mengajukan proposal  

lewat KUA dan Kemenag) 

11. Izin pendirian (TPQ dan pondok pesantren) 

12. Pendaftaran Akta Wakaf 

13. Informasi haji dan umroh 

14. Pelayanan sidang isbath 

15. Pengelolaan zakat tiap akhir tahun 

16. Mualaf (masuk Islam) 

Untuk menjalankan tugasnya tersebut, KUA harus membutuhkan 

kinerja yang optimal dengan dikung oleh sumber daya manusia yang 

mumpuni dari karyawan dan karyawati (Ridho, 2021). 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Di Wilayah Kecamatan 

Krembung Sidoarjo 

Oleh karena itu, tugas nazhir tidak hanya menjaga dan 

mempertahankan eksistensi harta wakaf, tetapi juga bertanggung jawab 

dalam menghasilkan manfaat dari harta wakaf. 

Dalam pengelolaan harta benda wakaf agar lebih optimal maka 

diperlukan adanya perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan (Erifanti, 2019).  
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a. Perencanaan (planning) 

Dari hasil penelitian bahwa dalam perencanaan pengelolaan harta 

benda wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung bahwa nazhir sebelum 

mengadminitrasikan harta benda wakaf ke KUA calon wakif dan 

nazhir menentukan beberapa ide untuk menetapkan tujuan yang akan 

dilakukan untuk tanah wakaf tersebut.  

Setelah menentukan ide, maka calon wakif dan nazhir melakukan 

pengelolaan harta benda wakaf tersbut untuk dibangun sesuai ide yang 

dibuat.  pembangunan gedung terlebih dahulu karena agar harta benda 

wakaf yang diwakafkan jelas kegunaannya. Seperti pembangunan 

masjid, musala, pesantren, dan sekolah setelah pebuatan gedung 

selesai maka nazhir melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf 

supaya harta benda wakaf diawasi dan dilindungi oleh badan hukum 

serta nazhir harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 

Indonesia. Nazhir juga harus merawat harta benda wakaf agar harta 

benda wakaf tidak rusak.  

Setelah itu nazhir melakukan serangkaian kegiatan agar harta benda 

wakaf tetap berfungi sesuai Tujuan wakaf adalah untuk memfasilitasi 

kegiatan keagamaan dan pendidikan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Dari hasil penelitian terhadap nazhir bahwa pengorganisasian 

nazhir di Wilayah Krembung rata-rata dikelola oleh nazhir perorangan 

yang berjumlah sekitar 4 atau 5 orang dan ada juga dikelola oleh 
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nazhir MWCNU tetapi untuk pengelolaan harta benda wakaf nazhir 

MWCNU hanya melakukan pembangunan dan pendaftaran saja, 

setelah selesai pembangunan dan pendaftaran maka akan diserahkan 

kepada masyarakat atau pengurus  untuk penggunaanya. Jadi fungsi 

atau tidaknya tergatung kepada masyarakat atau pengurusnya, 

sedangkan nazhir MWCNU hanya mengawasi saja jadi jika ada suatu 

permasalahan nazhir MWCNU hanya membantu saja. Namun di 

Musala Al-Karramah yang dikelolah oleh Lembaga MWCNU belum 

terbentuknya tugas kepengurusan. Hanya ada bendahara saja, jadi jika 

menggadakan kegiatan di Musala Al-Karramah itu izin ke bapak 

Syafi‟ih yang biasanya adzan di Musala Al-Karramah (sebagai takmir 

Musala Al-Karramah), Karena bapak Syafi‟ih pernah terpilih menjadi 

ketua kepengurusan di Musala Al-Karramah kemudian dibatalkan 

oleh nazhir Lembaga MWCNU karena ada perdebatan pemilihan 

ketua di Musala Al-Karramah atau dimasyarakat itu sendiri. Jadi 

sampai pada saat ini nazhir Lembaga MWCNU dalam proses 

menangani kepengurusan pelaksanaan tugas di Musala Al-Karramah. 

Dalam pengorganisasian nazhir merupakan ada ketua, seketaris, 

Bendahara serta seksi humas, dan seksi keagamaan yang akan 

bertugas menangani pengelolaan harta benda wakaf.  

Dan nazhir juga melakukan kerja sama dengan masyarkat agar 

harta benda wakaf tetap berfungsi. Dalam pengorganisasian nazhir 

atau pengurus wakaf melakukan kegiatan sesuai peruntukan wakaf 
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yaitu musala untuk sarana ibadah, tahlilan, diba‟an, dan istighosa dan 

sedangkan TPQ untuk anak-anak belajar mengaji, banjari, dan belajar 

qiroat. 

c. Penggerakan (actuating) 

Dari hasil penelitian terhadap nazhir bahwa penggerakan nazhir di 

Wilayah Kecamatan Krembung pertama dengan pengarahan, dalam 

pengarahan ini dilakukan oleh pimpinan berupa perintah terhatap 

organisasi atau tim agar pengelolaan harta benda wakaf terlaksana 

sesuai keinginan wakif atau sesuai yang direncankan sebelumnya. 

Dalam pengarahan ini, pengurus wakaf harus melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan melakukan administrasi harta benda 

wakaf, mengelola serta memperluas harta benda wakaf, memantau dan 

menjaga harta benda wakaf, dan memberikan laporan atas 

pelaksanaan tugas kepada lembaga Badan Wakaf Indonesia. 

Dan yang kedua memberikan motivasi, pemberian motivasi yang 

dilakukan nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung yaitu memberi 

semangat dan dorongan terhadap sesama nazhir dan menjalin 

hubungan baik terhadap sesama nazhir dan masyarakat yaitu dengan 

mengadakan kegiatan peruntukan wakaf misal musala untuk tempat 

ibadah, istighosah dan tahlilan. 

d. Pengawasan (controling) 

Pemantauan merupakan proses pengawasan atau pengamatan 

terhadap pelaksanaan aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa 
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semua tugas yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 

disepakati sebelumnya. 

Nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung melakukan pengawasan 

setiap hari, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda 

wakaf agar harta benda wakaf tidak rusak dan terjaga. Untuk 

pengawasan harta benda wakaf yang dikelola nazhir MWCNU yaitu 

TPQ Riyadlul jannah dan Musala Al-Karramah pada tahun 2022 

belum melakukan pengawas secara langsung ke lokasi hanya diawasi 

oleh pengurus atau masyarakat sekitar lokasi, bahwa pengelolaan 

harta benda wakaf dan pengunaan harta benda wakaf diserahkan 

kepada masyarakat yang dekat denga lokasi. dalam pengawasan ini 

nazhir melakukan pendaftaran harta benda wakaf ke KUA dan 

Kemenag agar harta benda wakaf dilindungi oleh badan hukum. 

4.2.2 Implementasi Tugas Dan Tanggng Jawab Nazhir Di Wilayah 

Kecamatan Krembung Sidoarjo 

Penelitian ini menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab yang 

dilakukan oleh nazhir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004, meliputi : melakukan  pengadminitrasian harta benda 

wakaf, mengelola dan mengembang akan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujan, fungsi, dan peruntukannya , mengawasi dan melindungi harta benda 

wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 

Indonesia.   
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a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 

Pengadminitrasian harta benda wakaf ini sangan penting agar harta 

benda wakaf dilindungi dan diawasi oleh badan hukum. 

Pengadminitrasian ini supaya harta benda tidak terjadinya 

persengketaan tanah atau penarikan harta benda wakaf. 

Bahwa harta benda wakaf pada tahun 2021-2022 ada 5 harta benda 

wakaf berupa bangunan yaitu 3 musala , 1 TPQ dan 1 sekolah. 

Tabel 4. 3: Harta Benda Wakaf 

Wakaf  
Wakif  Nazhir  AIW (Akta 

Ikrar Wakaf 

TPQ Riyadlul Jannah  
Annag  Ilyas MWCNU Ada  

Musala Al-Karromah 
Rauf Ilyaskur 

MWCNU  

Ada 

Musala Al-Ittihad  
Sutaji  Selamet Ada  

Musala Al-Thalib 
Sulaksono  Bashori Ada  

SLB 
Lestari  Elsa Ada 

Sumber : KUA Kecamatan Krembung 

Menurut ibu (Ika, 2022) bahwa harta benda wakaf pada tahun 

2021-2022 nazhir sudah melakukan pengadminitrasian harta benda 

wakaf di KUA Kecamatan Krembung tetapi harta benda wakaf ada 

yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat (Leter C), harta benda 

wakaf yang berada di Wilayah Kecamatan Krembung kebanyakan 
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wakaf bangunan seperti masjid, musala, pesantren, dan sekolah. 

Sedangkan nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung ada nazhir 

perorangan, organisasi yang dikelola oleh nazhir NU sedangkan untuk 

nazhir perorangan harus terdiri sekurang-kurangnya 4 atau 5 orang. 

Nazhir memiliki jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali 

oleh BWI setelah kinerja yang baik. 

Dari hasil penelitian kepada 6 infarman Pembuatan AIW 

hanya bisa dilakukan oleh Penjabat pembuat akta ikrar wakaf 

(PPAIW) yang berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA).  Bahwa 

harta benda wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo bahwa 

nazhir sudah melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf di 

KUA Kecamatan Krembung dan  sudah  melakukan  ikrar wakaf yang 

disaksikan 2  orang saksi dihadapan PPAIW.  

b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 

Hasil penelitian kepada 5 informan bahwa pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf sudah sesuai permintaan atau 

kehendak wakif serta harta benda wakaf juga sudah sesuai dengan 

tujuan dan fungsinya. 

Menurut bapak  (Yanto, 2022) bahwa harta benda wakaf yang 

beradah di Kelurahan Krembung itu untuk Musala Al-Karramah dan 

yang beradah di Keluarhan Kedung Rawan itu Untuk TPQ Riyadlul 

Jannah. Bahwa untuk pengelolaan wakaf produktif atau menghasilkan 
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nilai ekonomi itu belum kareana permintaan atau kehendak wakif 

untuk harta benda wakaf di Kelurahan Krembung digunakan tempat 

ibadah yaitu Musala Al-Karramah dan yang berada di Kelurahan 

Kedung Rawan digunakan untuk TPQ Riyadlul Jannah. Supaya harta 

benda wakaf Musala Al-Karrama tetap berfungsi masyarakat 

melakukan kegiatan seperti ibadah, yasinan, istigasah, diba‟an 

sedangkan untuk TPQ Riyadlul Jannah digunakan untuk anak-anak 

belajar mengaji untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai hafis Qur‟an 

dan digunakan untuk kegiatan belajar Banjari. Kemudian pengelolaan 

dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara tradisional 

Serta  pengembangan atau pengunaan  harta benda wakaf Musala dan 

TPQ diserahkan kepada pengurus atau masyarakat yang dekat dengan 

lokasi karena nazhir MWCNU hanya membantu mendaftarkan, 

mengelola dan mengawasi harta benda wakaf. 

Menurut bapak (Syafi'ih, 2022) bahwa pengelolaan dan 

pengembanagan harta benda wakaf digunakan musala tempat ibadah 

belum terjadi kemajuan dalam pengelolaan dan pengembangan harta 

wakaf secara produktif. karena dari kehendak wakif untuk tempat 

ibadah yaitu untuk musala supaya harta benda wakaf tetap berfungsi 

digunakan untuk kegiatan seperti yasinan, Banjarian, diba‟an. 

Menurut Ibu (Nisa, 2022) Pengurus TPQ Riyadlul Jannah 

bahwa pengelolaan dan pengembanagan harta benda wakaf digunakan 

untuk TPQ Riyadlul Jannah agar TPQ Riyadlul Jannah tetap berfungsi 
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digunakan untunk tempat belajar mengaji, banjari serta qiroat. TPQ 

Riyadlul Jannah memiliki murid sekitar 90 orang dan untuk gurunya 

sekitar 8 orang. TPQ Riyadlul Jannah ini dikelola oleh Lembaga 

MWCNU. 

Menurut kepada bapak (Sutaji, 2022) bahwa harta benda wakaf 

dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf digunakan 

untuk Musala Al-Ijithad sedangkan pengelolaan dan pengembanagan 

harta wakaf scara produktif belum karena ketidak pahaman nazhir 

mengenai regulasi wakaf bahwa wakaf bisa digunakan selain tempat 

ibadah, sekolah, dan pondok pesantren. Supaya harta wakaf tetap 

berfungsi digunakan untuk ibadah, banjarian, yasinan, dan diba‟an.  

Menurut bapak (Bashori, 2022) bahwa pengelolaan dan 

pengembanagan harta benda wakaf digunakakn untuk Musala Al-

Thalib sedangkan pengelolaan dan pengembangan harta secara 

produktif belum karena dari kehendak wakif untuk musala serta nazhir 

hanya diprintah untuk merawat dan menegelola harta benda wakaf agar 

tidak rusak dan tetap berfungsi dan bermanfat. 

Dari hasil penelitian bahwa pengelolaan harta benda wakaf di Wilayah 

Kecamatan Krembung Sidoarjo merupakan wakaf tidak bergerak atau 

berkaitan dengan tanah seperti wakaf bangunan : masjid, musala, 

pesantren, TPQ, dan sekolah. Untuk pengelolaan harta wakaf 

dilakukan secara tradisional sedangkan pengelolaan harta benda wakaf 

produktif yang mengadung nilai ekonomi itu belum dilakukan karena 
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nazhir tidak paham bahwa harta benda wakaf bisa dikelola selain untuk 

tempat ibadah.  

c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

Hasil penelitian kepada 5 informan dalam mengawasi dan 

melindungi harta benda wakaf di bahwa ini : 

Menurut bapak  (Yanto, 2022) bahwa untuk pengawasan harta 

wakaf TPQ Riyadlul Jannah dan Musala Al-Karramah diawasi dan 

dilindungi oleh Lembaga MWCNU tetapi nazhir di tahun 2022 belum 

pernah ke lokasi untuk pemeriksaan secara langsung karena terjadi 

pergantian nazhir, sedangkan pengawasan tertulis kepada Badan wakaf 

Indonesia untuk harta wakaf Musala Al-Karramah itu belum karena 

nazhir dalam proese mendaftarkan kepada Badan Wakaf Indonesia dan 

diawasi oleh masyarakat yang dekat dengan lokasi atau pengurus TPQ 

Riyadlul Jannah dan Pengurus Musala Al-Karromah yang setiap hari 

ke tempat TPQ dan Musala yang melakukan kegiatan di TPQ Riyadlul 

Jannah dan Musala Al-Karromah. 

Menrut bapak (Syafi'ih, 2022) bahwa pengawan harta benda 

wakaf dilakukan oleh lembaga MWCNU serta masyarakat yang dekat 

dengan lokasi, untuk nazhir lembaga MWCNU pada tahun 2022 belum 

pernah ke lokasi atau ke Musala Al-Karromah serta harta benda wakaf 

sudah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama supaya harta benda 

wakaf terdaftar secara resmi milik Allah SWT bukan milik pribadi atau 

wakif sedangkan untuk melaporkan pelaksanaan tugas keada Badan 
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Wakaf Indonesia belum tau karena belum ada kejelasan dari nazhir 

MWCNU. 

Menurut Ibu  (Nisa, 2022) bahwa pengawasan harta benda 

wakaf diawasi oleh nazhir MWCNU tetapi pada tahun 2022 nazhir 

MWCNU belum pernah ke lokasi serta diawasi oleh pengurus atau 

masyarakat sekitar yang dekat dengan lokasi TPQ Riyadlul Jannah dan 

harta benda wakaf sudah terdaftar di KUA. 

Menurut bapak  (Sutaji, 2022) bahwa harta benda wakaf telah 

diawasi oleh nazhir dan masyarakat yang dekat dengan lokasi yang 

diawasi setiap hari agar harta benda wakaf tetap terjaga dan tidak rusak 

oleh oknum yang tidak bertangung jawab sedangkan untuk 

pembninaan atau sosialisai tentang regulasi wakaf di Wilayah 

Kecamatan Krembung belum pernah. Untuk pelaporan pelaksanaan 

tugas kepada Badan Wakaf Indonesia itu sudah dan dilakukan hanya 

satu kali pelaporan saja. 

Menrut bapak  (Bashori, 2022) bahwa pengawasan dan 

melindungi harta benda wakaf dilakukan oleh nazhir setiap hari serta 

masyarakat yang dekat dengan lokasi dan nazhir juga sudah 

melaporkan tugas kepada Badan Wakaf Indoneisa hanya satu kali 

pelaporan. Serta sudah mendaftarkan ke KUA dan melaporkan 

pelaksanaan tugas kepada BWI.  

Dari hasil penelitian bahwa untuk nazhir perorangan dan masyarakat 

yang dekat dengan lokawi sudah melakukan pengawasan dan 
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melindungi harta benda wakaf setiap hari serta tetapi pengawasan harta 

benda wakaf untuk nazhir organisasi pada tahun 2022 belum pernah ke 

lokasi dan harta benda wakaf sudah didaftarkan kepada Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Krembung agar harta benda wakaf tetepa 

terjaga dan dilindungi. 

d) Melaporkan pelaksanaam tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Dari hasil penelitian kepada nazhir bahwa nazhir ada yang sudah dan 

ada yang belum melaporkan harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan 

tugas kepengurusan kepada BWI atau Kemenag. Nazhir yang sudah 

melaporkan harta benda wakaf serta pelaksanaan tugas kepada BWI 

yaitu Musala At- Thalib, Musala Al-Itihad, dan TPQ Riyadlul Jannah 

sedangkan untuk Musala Al-Karomah belum melaporkan harta wakaf 

dan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia karena nazhir 

dalam proses pelaporan kepengurusan ke Badan Wakaf Indonesia.  

Menurut bapak  (Yanto, 2022) melaporkan harta benda wakaf serta 

pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia untuk 

TPQ Riyadlul Jannah itu sudah, tetapi untuk Musala Al-karramah itu 

belum karena dalam proses pendaftaran kepada Badan Wakaf Indonesi 

dalam kendala ini nazhir yang pertama yaitu Bapak Ilyaskur meningal 

kemudian digantikan oleh bapak Wahyu, sedangkan bapak wahyu ini 

tidak tau tentang permasalahan harta benda wakaf Musala Al-Karramah 

dan bapak Wahyu juga belum begitu paham mengenai perwakafan  

maka dari itu bapak Wahyu sementara ini menyerahkan kepada Ketua 
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(bapak Yanto) untuk mendampingi dalam proses pendaftaran atau 

pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Berbenda dengan bapak  (Sutaji, 2022) dan Bapak  (Bashori, 2022)  

yang telah melaporkan harta wakaf dan pelaksanaan tugas kepada 

Kementerian Agama memiliki alasan untuk melakukannya agar harta 

wakaf tersebut mendapat perlindungan dari badan hukum. 

4.3 Pembahasan  

4.3.1 Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Di Wilayah Kecamatan 

Krembung Sidoarjo 

Kemudian Dalam pengelolaan harta benda wakaf agar lebih optimal 

maka diperlukan adanya perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan (Erifanti, 2019).   

a. Perencanaan (planning) 

Bahwa perencananaan yang dilakukan nazhir yaitu mengelola harta 

benda wakaf terlebih dahulu seperti wakaf tanah yang di bangun untuk 

tempat ibadah, jadi harta yang diwakafkan itu jelas untuk 

pengunaannya. Setelah harta benda wakaf sudah dikelola nazhir maka 

melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf ke KUA maka 

kemudian melakukan kegiatan di temapat musala atau di TPQ. 

Sedangakan nazhir peroranagn atau nazhir MWCNU belum 

merencanakan pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif atau 

mengadung nilai ekonomi.  
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b. Pengorganisasian (Organizing) 

Sedangkan pengorganisasian bahwa jenis nazhir ada nazhir 

perorangan, organisasi dan badan hukum sedangkan untuk nazhir 

perorangan harus terdiri sekurang-kurangnya 4 atau 5 orang yang 

termasuk ketua, wakil ketua, bendahara, dan seketaris serta seksi 

humas, seksi keagamaan.  Dalam pengelolaan harta benda wakaf nazhir 

juga berkerja sama dengan masyarakat serta nazhir juga sudah 

melakukan kegiatan sesuai dengan peruntukan wakaf seperti tempat 

ibadah musala untuk shalat, tahlilan, dan istighosa. Tetapi dalam 

pengorganisasian kurangnya SDM dalam pengelolaan harta benda 

wakaf. 

c. Penggerakan (actuating) 

Dalam penggerakan yang dilakukan oleh nazhir hanya melakukan 

kegiatan misal musala untuk tempat ibadah, istighasa, dan tahlilan serta 

nazhir serta memberi motivasi misal memberikan semangat dan 

dorongan terhadap sesama nazhir agar para nazhir dan masyarakat 

menjalin hubungan baik. Dalam penggerakan yang dilakukan oleh 

nazhir hanya melakukan kegiatan ibadah saja bahwa nazhir belum 

melakukan kegiatan wakaf produktif yang mengandung nilai ekonomi. 

d. Pengawasan (controlling) 

Untuk pengawasan harta benda wakaf nazhir melakukan 

pengadminitrasian harta benda wakaf agar harta benda wakaf dilindungi 

oleh badan hukum dan setelah itu nazhir atau pengurus melakukan 
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pengwasan ke lolasi secara langsung setiap hari agar harta benda wakaf 

tetap terjaga dan tidak rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 

Untuk harta benda wakaf yang dikelola oleh nazhir MWCNU itu belum 

pernah ke lokasi pada tahun 2022 untuk melakukan pengawasan secara 

langsung ke lokasi karena terjadi pergantian nazhir, sedangkan 

pengawasan tertulis kepada Badan wakaf Indonesia untuk harta Wakaf 

Musala Al-Karramah itu belum melaporkan pelaksanaanp tugas kepada 

BWI karena nazhir dalam proese mendaftarkan kepada Badan Wakaf 

Indonesia. Serta untuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf belum 

diawasi secara langsung ke lokasi harta benda wakaf oleh Kemenag dan 

BWI. 

Maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir kurang maksimal, 

sedangkan sudah ada undang-undang yang menjelaskan tentang wakaf 

misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf supaya 

memudahkan masyarakat atau nazhir dalam  menyelesaikan permasalahan 

yang sesuai hukum agar nazhir lebih profesional dan paham tentang 

wakaf. 

4.3.2 Implementasi Tugas Dan Tanggung Jawab Nazhir Di Wilayah 

Kecamatan Krembung Sidoarjo 

Implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan 

harta benda wakaf. yang dimaksud implementasi tugas dan tanggng jawab 

nazhir adalah pelaksanaan atau penerapan tugas dan tanggung jawab 
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nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf. Nazhir di Wilayah 

Kecamatan Krembung termasuk ada nazhir perorangan dan nazhir 

organisasi atau badan hukum yang dikelola oleh Lembaga MWCNU. 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

bahwa tugas sebagai nazhir yaitu : melakukan pengadminitrasian harta 

benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi 

harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan 

Wakaf Indonesia.  

a) Pengadminitrasian harta benda wakaf  

Nazhir sudah melaksanakan pengadminitrasian harta benda wakaf di 

KUA Kecamatan Krembung dengan membawa dokumen-dokumen 

yang telah disyaratkan oleh KUA Kecamatan Krembung. Di KUA 

Kecamatan Krembung dalam pengadminitrasian harta benda wakaf 

pada tahun 2021-2022 merupakan harta benda wakaf identik tidak 

bergerak seperti musala, TPQ, dan sekolah serta harta benda wakaf  ada 

yang sudah bersartifikat dan ada yang belum bersartifikat atau Later C. 

Calon wakif atau nazhir mengangap yang terpenting harta benda 

wakafnya sudah terdaftar di KUA Kecamatan Krembung meski belum 

bersartifikat atau Leter C serta di KUA Kecamatan Krembung belum 

mengadakan sosialisasi mengenai regulasi wakaf jadi calon wakif, 

nazhir atau masyarakat belum begitu paham mengenai regulasi wakaf. 

jika nazhir tidak melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf 
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dikahwatirkan terjadi yang tidak diinginkan seperti penarikan harta 

benda wakaf oleh wakif atau terjadi persengketaan tanah (harta benda 

wakaf). 

b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi, dan peruntukannya 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan 

nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung agar harta benda wakaf 

berfungsi dan bermanfaat oleh masyarakat atau umat Isalam yaitu 

dengan melakukan kegiatan yasinan, Thalilan, Banjarian, dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam yang di mana memerlukan nazhir 

yang profesional dalam mengelola harta benda wakaf yang lebih baik. 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Wilayah 

Kecamatan Krembung dilakukan secara tradisional untuk pengelolaan 

harta benda wakaf lebih produktif atau mengadung nilai ekonomi itu 

belum dilakukan karena ketidak pahaman nazhir tentang regulasi wakaf 

serata nazhir mengangap bahwa harta benda wakaf dipergunakan untuk 

tempat ibadah saja. Padahal pengelolaan harta benda wakaf bisa 

dikelolah lebih produktif yang mengandung nilai ekonomi jadi bisa 

untuk dana tambahan buat harta benda wakaf tersebut dan juga bisa 

hasilnya untuk anak yatim atau untuk mayarakat yang lebih 

membutukan. 
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c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

Pemantauan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan 

masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Pemantauan aktif dilakukan 

melalui pemeriksaan langsung terhadap nazhir terkait pengelolaan 

wakaf minimal satu kali dalam setahun. Pemantauan pasif dilakukan 

dengan mengamati berbagai laporan yang disampaikan oleh nazhir 

terkait pengelolaan wakaf. Agar dapat melakukan pemantauan, 

masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh bantuan dari jasa 

independen (Tarmizi, 2017). 

Untuk nazhir perorangan dan masyarakat sudah melakukan 

pengawasan setiap hari ke lokasi harta benda wakaf tersebut. Namun 

untuk nazhir MWCNU belum pernah  melakukan pengawasan secara 

langsung ke lokasi. tetapi untuk pengawasan secara tertulis nazhir 

perorangan dan nazhir MWCNU telah mendaftar di KUA Kecamatan 

Krembung untuk menjamin bahwa harta wakaf tidak akan menjadi 

milik pribadi wakif, tetapi akan dijadikan sebagai wakaf resmi yang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. 

Sedangkan untuk pengawasan secara langsung belum dilakukan oleh 

Kemenag atau BWI. Jika tidak ada pengawasan secara langsung 

terhadap pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan 

oleh nazhir maka tidak akan tau mengenai permasalahan yang dihadapi 

nazhir tersebut. 
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d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia 

Nazhir perorangan sudah melaporkan harta benda wakaf dan 

pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Untuk nazhir 

MWCNU yang mengelola harta benda wakaf Musala Al-Karramah dan 

TPQ Riyadlul Jannah itu sudah melaporkan harta benda wakaf  kepada 

Badan Wakaf Indonesia namun untuk Musala Al-Karromah belum 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia karena 

dalam proses pendaftaran sedangkan TPQ Riyadlul Jannah sudah 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pada 

tahun 2021-2022 nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung hanya 

melaporkan harta benda wakaf serta pelaksanaan tugas kepada 

Kemenag atau BWI pada waktu pendaftaran nazhir. Untuk tahun 

berikutnya nazhir tidak melaporkan pengelolaan harta benda wakaf 

tidak bergerak kepada Kementrian Agama atau BWI. Jadi jika nazhir 

tidak melaporkan pengelolaan harta benda wakaf pada tahun 

berikutrnya maka Kemenag dan BWI tidak mengetahui perkembangan 

pengelolaan yang dilakukan nazhir tersebut. 

Jadi implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam 

pengelolaan harta benda wakaf menutur perundang-undangan ada yang 

sesuai dan ada yang belum sesuai. Karena nazhir belum melakukan 

pengelolaan lebih produktif atau mengadung nilai ekonomi dan adanya 

nazhir belum melakukan pelaporan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 
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4.3.3 Pendukung dan penghambat tugas dan tanggung jawab nazhir 

dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah 

Kecamatan Krembung Sidoarjo 

A. Penghambat  

Dari hasil penelitian terhadap nazhir ada beberapa pendukung agar 

implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir lebih optimal yaitu  

1. Adanya wakaf belum bersartifikat (Leter C) 

2. Belum melakukan pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif 

atau mengandung nilai ekonomi 

3. BWI, Kemenag dan nazhir lembaga MWCNU belum melakukan 

pengawasan secara langsung terhadap nazhir dalam pengelolaan 

harta benda wakaf 

4. Kurangnya pengetahuan nazhir tentang regulasi wakaf 

5. Ketidak pahaman nazhir mengenai implementasi tugas dan 

tanggung jawab sebagai nazhir 

6. Adanya nazhir belum melakukan pelaporan pelaksanaan tugas 

kepada Badan Wakaf Indnesia  

7. Kurangnya Sumber Daya Manusia  

8. Kurangnya pembinaan dan sosialisai di KUA Kecamatan 

Krembung 
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B. Pendukung  

Dari hasil penelitian terhadap nazhir ada beberapa pendukung agar 

implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir lebih optimal yaitu  

1. Tersedianya pelayanan pengadminitarasian harta benda wakaf di 

KUA Kecamatan Krembung.  

2. Melakukan kegiata agar harta benda wakaf berfungsi. Kegiatan 

yang dilakukan oleh nazhir misal tempat ibadah untuk shalat, 

istighasa, tahlilan, dan banjarian. 

3. Melakukan pengawasan terhadap harta benda wakaf agar harta 

benda wakaf tidak rusak.  

4. Melakukan kerja sama dengan lembaga.  

Dengan adanya pendukung seperti di atas maka pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf akan lebih baik. Bahwa adanya 

nazhir itu sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf agar harta benda wakaf tetap terjaga dan berfungsi sesuai 

tujuan karena fungsi tidaknya harta benda wakaf bergatung kepada 

nazhir. sebagai nazhir profesional dalam pengelolaan harta benda 

wakaf harus berpendoman pada prinsip-prinsip moderen, yang di mana 

mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi, dan kotmitmen  

yang kuat.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan tentang Implementasi Tugas dan 

Tanggung Jawab Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Di Wilayah 

Kecamatan Krembung. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Manajemen  pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung 

Sidoarjo yaitu kurang maksimal karena belum merencanakan 

pengelolaan harta benda wakaf yang produktif atau mengadung nilai 

ekonomi, dalam pengorganisasian kurangnya SDM dalam pengelolaan 

harta benda wakaf, dalam penggerakan nazhir belum melakukan 

pengelolaan harta benda wakaf yang lebih produktif atau mengadung 

nilai ekonomi nazhir hanya berfokus untuk tempat ibadah saja, 

sedangkan pengawasan harta benda wakaf dilakukan oleh masyarakat 

dan nazhir setiap hari tetapi nazhir MWCNU serta BWI belum 

melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan harta 

benda wakaf. 

2. Implementasi tugas nazhir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf yaitu ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai. 

Yang sesuai yaitu nazhir sudah melakukan pengadminitrasian harta 

benda wakaf, nazhir juga sudah melakukan pengelolaan harta benda 

wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya, nazhir dan 

masyarakat juga melakuan pengawasan setiap hari. Yang belum sesuai 
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yaitu nazhir belom melakukan pengelolaan harta benda wakaf lebih 

produktif atau mengadung nilai ekonomi, Kemenag atau BWI serta 

nazhir MWCNU belum melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

harta benda wakaf secara langsung,  dan adanya nazhir yang belum 

melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kemenag atau BWI 

Karena dalam proses pendaftaran. 

3. Penghambat dan pendukung tugas dan tanggung jawab nazhir dalam 

manajemen pengelolaan harta benda wakaf yaitu  

Penghambat : 1.Adanya wakaf belum bersartifikat (Leter C); 2.Belum 

melakukan pengelolaan harta benda wakaf lebih 

produktif atau mengandung nilai ekonomi; 3.BWI, 

Kemenag dan nazhir lembaga MWCNU belum 

melakukan pengawasan secara langsung terhadap nazhir 

dalam pengelolaan harta benda wakaf; 4.Kurangnya 

pengetahuan nazhir tentang regulasi wakaf; 5.Ketidak 

pahaman nazhir mengenai implementasi tugas dan 

tanggung jawab sebagai nazhir; 6.Adanya nazhir belum 

melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan 

Wakaf Indnesia; 7.Kurangnya Sumber Daya Manusia; 

8.Kurangnya pembinaan dan sosialisai di KUA 

Kecamatan Krembung. 
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Pendukung :  Tersedianya pelayanan pengadminitarasian harta benda 

wakaf di KUA Kecamatan Krembung; Melakukan 

kegiata agar harta benda wakaf berfungsi; Melakukan 

pengawasan terhadap harta benda wakaf agar harta benda 

wakaf tidak rusak; Melakukan kerja sama dengan 

lembaga.  

5.2 Saran 

1. Nazhir harus mencari tau melewati media atau kepada KUA tentang 

implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir. 

2. Mengadakan pembinaan atau sosialisasi kepada nazhir atau masyarakat 

tentang regulasi wakaf di KUA Kecamatan Krembung. 

3. Melakukan pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif diperlukan 

kerja sama terhadap pihak terkait atau masyarakat. 
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